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PUTUSAN
Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.GM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 12 Agustus 1990, agama
Islam, pekerjaan xxXxxxxx Xxxxx Xxxxxx, pendidikan terakhir D
[ll Kebidanan, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT,
Sebagai “Penggugat”;
Melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 24 Desember 1983, agama
Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal KABUPATEN LOMBOK
BARAT, Sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukiti

yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26
November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.GM,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Gunungsari, sebagaimana dari Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gunungsari nomor: 459/29/1X/2011, tertanggal 8
Februari 2012;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No.1357/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan LA Dahlia IV Blok D5/28
Perumahan LA Resort, Desa Karang Bongkot, XXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, kemudin pindah dan terakhir bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat Perumahan Lingkar Muslim, XXXXXXX XXXXXXXX
XXXX X XXX XX, XXXXX XXXXX XXXXX, Desa Terong Tawah XXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak masing-masing bernama:
a. ANAK I, perempuan, lahir 26 September 2010;
b.  ANAK II, laki-laki, lahir 15 Juni 2015;
4. Bahwa sejak bulan September 2020 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
karena:
a. Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020 meminta izin untuk
bertemu dengan teman-temannya akan tetapi Penggugat tidak
mengizinkannya karena pada saat itu Penggugat sedang sakit dan
Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, kemudian pada tanggal
21 Oktober 2020 Tergugat lagi meminta izin untuk pergi dengan alasan
bertemu dengan teman-temannya akan tetapi ternyata Tergugat
bertemu dengan wanita lain, kemudian terjadi pertengkaran sampai
Tergugat memukul Penggugat (KDRT);
b. Tergugat sering berbohong, berkata-kata kasar dan sering
mengancam Penggugat;
c.  Tergugat sering bermain game sampai larut malam;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 21 Oktober 2020, yang
akibatnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat diluar
persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan
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tinggal kerabat Penggugat sendiri yang beralamat di KABUPATEN
LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu)
bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu
peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan nomor
1357/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 2 Desember 2020 dan 10 Desember 2020
yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya
mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di setiap
persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan
kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan
perubahan pada nama Tergugat menjadi Afifuddin alias Afifudin sedangkan
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan
dan perubahan didalamnya;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama

Penggugat nomor 100/381/PEMR-TW/2020 yang dikeluarkan oleh

Sekretaris Desa atas nama Kepala XXXX XXXXXXXXXX tanggal 24

November 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat

Pos dan Giro Mataram, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

sesuai, Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

Nomor 459/29/1X/2011 tertanggal 8 Februari 2012, aslinya di keluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, telah dinazegelen

oleh Pejabat Pos dan Giro Mataram dengan meterai cukup, telah
dicocokkan dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi

tanda bukti tersebut dengan P.2;

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Tergugat di Jalan LA Dahlia IV Blok D5/28 Perumahan LA Resort,
Desa Karang Bongkot, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXxX, kemudin
pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
Perumahan Lingkar Muslim, XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXX XX, XXXXX XXXXX
XXXxX, Desa Terong Tawah XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aysila Putri Mutiara Vidian dan
Muhammad Raffa Dzaky Vidian;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar bulan September
2020 yang lalu sudah tidak rukun lagi;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan
Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa berdasarkan cerita adik saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat
(KDRT);

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
sekitar bulan Oktober 2020;

- Bahwa Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat diluar persidangan,
kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah
kerabat Penggugat yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan;

- Bahwa saksi sudah mencoba menasihati Penggugat untuk kembali rukun
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dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal

di KABUPATEN LOMBOK BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Tergugat di Jalan LA Dahlia IV Blok D5/28 Perumahan LA Resort,
Desa Karang Bongkot, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXxX, kemudin
pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
Perumahan Lingkar Muslim, XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXX XX, XXXXX XXXXX
XXXxX, Desa Terong Tawah XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak sekitar 4 (empat) bulan yang
lalu sudah tidak rukun lagi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan

bertengkar;

- Bahwa berdasarkan cerita adik saksi, penyebab pertengkaran dan
perselisihan tersebut karena Tergugat sempat memukul Penggugat (KDRT)
namun sempat ditangkis oleh Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
sekitar bulan Oktober 2020;

- Bahwa Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat diluar persidangan,
kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah
kerabat Penggugat yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan;

- Bahwa saksi sudah mencoba menasihati Penggugat untuk kembali rukun

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya vyaitu
tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak
pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim
menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara
Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, setelah memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam
perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah
kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah
untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan
telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan
bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara
verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat
rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal
yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan September 2020 antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020 meminta izin untuk bertemu dengan
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teman-temannya akan tetapi Penggugat tidak mengizinkannya karena pada
saat itu Penggugat sedang sakit dan Tergugat bersikap dingin kepada
Penggugat, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 Tergugat lagi meminta izin
untuk pergi dengan alasan bertemu dengan teman-temannya akan tetapi
ternyata Tergugat bertemu dengan wanita lain, kemudian terjadi pertengkaran
sampai Tergugat memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering berbohong,
berkata-kata kasar dan sering mengancam Penggugat, dan Tergugat sering
bermain game sampai larut malam Hingga puncaknya sekitar pada bulan
Oktober 2020 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat diluar
persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal
kerabat Penggugat sendiri yang beralamat di KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Sejak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii gugatan Penggugat tidak
dibantah karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena
perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk
dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari
pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau
Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2)
yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang
dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
percekcokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah
ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut
maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat
mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis,
Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut
setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara
terpisah, hal mana keterangn saksi saling bersesuain dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi
sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis
Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut
lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat
bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan
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persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai
berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak
sekitar bulan September 2020 karena terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Oktober 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah
sedemikian rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta
dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam
sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud
tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu
membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan
firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan,
menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang
lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu
dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim
berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan
maslahat sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

alasdl cd> o sl auwliall €5
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat
ulama Sayyid Sabig dalam kitab Figih Sunnah Juz Il : 248 yang diambil alih
sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

2ol Lol sl 5] il (wolall po calls ol azg 5l o
5289 laglliol Gu 8 miusll plgy azo glaimy Y Lluo] e
a5l aall lgills logiy Yo e (iolall

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila
telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana
suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan
kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat
mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya
dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
yang lainnya Nomor : 379K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa “Suami
isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untukrukun
kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan

Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
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Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 6 Januari
2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh
Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H.
dan Arina Kamiliya, S.H.l, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu
Nurul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis

Fathur Rahman, S.H.l., M.S.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H. Arina Kamiliya, S.H.l, M.H.
Panitera Pengganti

Nurul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00
2. Biaya Proses . Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
4. PNBP : Rp  20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Materai . Rp 10.000,00

Jumlah Rp 440.000,00

(Terbilang Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
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